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Realokasi Anggaran
 Tunggu Juknis

'WACANA pengalih-
ananggaran pemilih-
- an kepala daerah (Pil-
| kada) untuk penang-
| gulangan virus corona
| (Covid-19), dipastikan
belum bisa dilakukan
dalam waktu dekat.
 Pemerintah daerah
(pemda) diminta
bersabar. :
Ketua Komisi Pemi-

lihan Uumum (KPU)

- Sulut Ardiles Mewoh mengungkapkan, pihaknya o

Ardiles Mewh

siap mengembalikan sisa anggaran pilkada 2020
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- dil;lx}m‘»{n,‘hal ity baru bisa
ukan setelah pusat me-
ngirimkan petunjuk teknis.
“Kesepakatan di pusatsudah
ada tetapi perintah tindaklan-
jutke daerah belum ada. KPU
Bersama pihak terkait masih
in pembahasan lan-

enai dasar aturan.

T
n;’tll%mt

z

Keputusan pemerintah, DPR
dan penyelenggara pemilu
untuk merealokasi anggaran
Pilkada untuk penanganan

- Covid-19 mema%g memun-

culkan geliat di daerah. Se~
bagian Pemda bahkan sudah
menyampaikan permohonan
pengembalian dana. Halitu
diakui Komisioner KPU RI
Pramono Ubaid Tanthowi.
Dia mengatakan, pihaknya
sudah menerimalaporan dari
jajarannya di daerah. Baik di
level provinsi maupun kabu-
paten/kota. Pada pokoknya,
Pemda mulai mengundang
KPU untuk membicarakan
realokasi anggaran

Terkait undangan itu, Pram
menyarankan jajarannya un-
tuk memenuhi undangan.

‘Hanya saja, Pram meminta

ituk tidak mengambil ke-
an lebih dahulu terkait

. “Jangan
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ke depannya. “Sebelum ada
keputusan dalam Perppu
dan Permendagri jangan
menyepakati pemotongan
garan,” imbuhny,
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* sisi hukur

hukum, penundaan Pil-
kada belum disahkan melalui
produk hukum resmi seperti
perppu. Dengan demikian,
secara otomatis yang masih
berlaku adalah regulasiyang
lama, yakni UU 10tahun 2016
tentang Pilkada dan Permen-
dagri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiat-
an Pilkada yang Bersumber
dari APBD. Hal senada di-
sampaikan anggota Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu)
RI Fritz Edward Siregar. Fritz
meminta jajaran pengawas
mengamankan anggaran
yang sudah ada. Baik yang
sudah disepakati dalam Nas-
kah Perjanjian Hibah daerah

kan datayang diﬁimpun Ke-
menterian Dalam Negeri, dari

Rp 14,4 triliun anggaran yang,
dialokasikan, sudah Rp 52
-triliun yang sudah digunakan.

~ SehinggaadapotensiRp9,2 |

triliun yangbisa direalokasi
ke penanganan Covid-19.

' Sementara itu, peneliti
Konstitusi dan Demokrasi
(KoDe) Inisiatif Ihsan Ma-
ulana mengusulkan agar

(NPHD) maupundanayang: n
rekening.
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